
- 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT 1\JHAN YANG MAHA ESA 

BOPATI BEKASI, 

Menimbang : a. bahwa dalam ranglca melaksanalcan k.elentuan pasal 107 Peraturan 
Daerah Kabupaten 8ekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Desa, yang mengatur Tanah Kas Oesa yang 
me<Upakan kel<ayaan desa dllarang mtuk dlalihlcan kepada pihak lain 
kecuali diperlukan mt,j( kepeotingan umum dan/atau p,ol'd<-oro,.el< 
pembangunan dan dalam ranglca ~. meestaril<an dan 
memanfaatkan secara oplimal mb.9t penyetengga,aan pemerintahan 
desa serta peningkatan kesejahteraan masyaralcat dipandang per1u 
adanya Pec:lo<nan Tems Pengelolaan Tanah Kas Oesa; 

b. bahwa berdasar1aln pertimbangan SEt>agililna,ia dimaksu:I dalam 
huruf a dlatas, per1u menetapkan Peatutan Bupati Selcasi tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Oesa a Kabupaten Bekasl. 

: 1. Undang-Undang Hornor 14 Tatlun 1950 tentang Pembentukan 
Oaerah-daerah Kabupaten dalam IJlglo.wlgan Propinsl Jawa Barat 
(Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok·pokok Agraria (Lembaran Negara Republilc Inclooesia Tahun 
1960 Nomor 60, Tatnbat>an Lembaran Negara Repulllilc Indonesia 
Nomor 104); 

3. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2004 teotaog l'l?merlntahan 
Oaerah (Lembaran Negara Rep.di( Inc1ooesia Talul 2004 Notnor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republk l.ndonesia Hornor 
4437) sebagalmana telah diuball beberapa kall, teralchir dengan 
Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-undang NOmor 32 Tahlm 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Rep.di( lndooesia Taoon 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara RepnbMc Indonesia Nomor 4844); 

4. Undarig-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peml:Jentoon 
Peraturan Perundang-undao (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

s. Undang-tmdang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara l!el)ublk Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Hornor 4725); 

Tl:HTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA 

DI KABUPATl:N BEKASI 

PERAl\JRAN BUPATI BEKASI 
NOMOR ••• 1R TAHUN .?fi.1.9 ••••• 

BUPATI BEKASI 



6. Pl!ralir.ln l'l!aler•llab Homot 40 Tatu, 1996 te,-,g Hale Guna 
Usaha, Halt Gt.Ila Bangooan dan Hale Pakal atas Tanah (Lembaran 
Negara Talul 1996 Nomor SS. Tambahan l.embi!ran Negara 
Nomor 3643); 

7. Peraturan Pemerintah Hamor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tana/1 (Lembaran Hegar a Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 3696); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 0esa 
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4587) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Talul 2006 tentang l'l!!ngelolaan 
Barang mnik Negara/Daerah (Lembaran Negara Reptdk Indooesial 
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah drubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Repubhk tndooes,a Tatu, 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Repub4ik Indonesia Nomor 4855).; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemel iiltah Daerah 
Provlnsi dan Pemerintah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara 
Republik lnclooesia Talul 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Hornor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsasi 
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia T"hun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubfik Indonesia 
Nomor 4741); 

12. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 3 Taiwo 1987 tentang 
penyediaan dan Pernberian Halt at.as Tanah untulc Keperuan 
Perusahaan Pembangt.Wlan Perumahan; 

13. Peraturan Menter! Clalam Negerl Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Pedoman l'l!!ngelolaan Kel<ayaan Desa; 

14. Peraturan Menter! Oalam Negeri Nomor 17 Tahtlfl 2007 tentang 
Pedoman Teknis l'l!!ngelolaan Barang Milik Oaerah; 

15. Pe'aturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang 
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, 
Dan Pemindalltanganan Barang Miik Negara 

16. Intruksi Menter! Dalam Negesl Nomor 22 Tamm 1996 tentang 
pengelolaan Taoah Kas Desa 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 
tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan DI 
Kabupaten Bel<aSi (Lembaran Oaerah Kabupaten Bekasl Tahun 
2001 Nomor 12 seri O); 

18. Peraturan Daerah Kabupate, Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang 
Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003·2013 
sebagalmana telah diubah dengan Peaturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 
Nomor 4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Noma 2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Desa; 



Pasal l 
Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Dae<ah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi. 
2. Pemerfntahan Daerah adalah ~ l.l'USCll'I Pemerintahan oleh 

Pemerlntah Dae<ah dan DPRD menuut asas otllOoml clan tugas pembantuan 
dengan prinSip Negara Ke:satuan Republik Indonesia sebagaimana dlmaksud dalam 
Undang-Undang Oasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 

3. Bupati adalah Bupati Bel<asl. 
4. Organlsast Perangl(at Daerah yang sel:an).ltn'(cl disebut SKPI> adalah OrganisaSi 

Perangkat Daerah di lingkungall Pemenntah Kabupaten Bel<asi. 
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja c.amat sebagai Perangl0t Daerah Kabupaten 

Bekasi. 
6. c.amat adalah Perangtcat Daerah Kabupaten llekasi yang memfmpin Kecamatan. 
7. Lembaga Penilal Harga Tanah adalah l.embaga professional dan indepeflden yang 

mempunyai keahlian clan kemampuan dibidang penilaian harga tanah; 
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memild batas-batas wllayah yang 

berwenang unbJk mengatur dan mengurus kepentingan masyaral(at setempat, 
berdasarkan asat-usul dan adat istiaclat seteml)at yang dlalclJI clan dihormatl dalam 
slstem Pemerintahan Negara l<esatuall Republit Indooesia. 

9.. P.emenntahan Desa adalah penyelenggaraan ~ pemerintahcln oleh Pemerintah 
LJesa dan Badan ·Permusyawaratan Oesa dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat seten'µit berdasarkan asal-us,.,I dan adat istiadat setempat 
yang dlakui clan dihormatl dalam ~ pemeri1tahan Negara Kesatuan Repubtik 
Indonesia. 

10. Pemerintah Oesa adalah Kepala Cesa clan Peranglcat Oesa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

11. Badan Permusyawaratan Oesa yang selanjutnya cisi igkat BPO adalah lembaga 
yang merupakan perwuJudan demokrasi dalam ~ Pemerintahan 
Oesa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

12. Peraturan Oesa adalah peraturan ~ yang dibuat oleh Sadan 
Permusyawaratan Oesa ber5ama Kepae Desa 

13. Lembaga yang berbooan tucum adalah sttJvek hubJm selaln orang yang 
mengajukan permohonan rulslagftukar menut<ar. 

14. Kekayaan Oesa adalah barang milik Oesa yang berasal dari kekayaan asl Oesa, 
dibeli atau diperoleh aras beban Anggaran Penclapatan dan Belanja Oesa atau 
perolehan hak lainnya yang sail. 

8ABI 
KETENTUAN UMUM 

20. l'eaturan Daeah ICab "'*"1 Bel<as, Homo! 6 Tahu, 2008 te11ta11g 
Urusan PeineniG!han ~ Belcasi {lernbaran Daerah Tat.Jn 
2008 Nomor 6}; 

21. Peraturan Daerah ICabupaten llekasi Hornor 7 Tatu, 2008 tentang 
Pembentukan Orgarisasi l'l!l-.lnglcat Oaerab Kabupaten Bekasl 
(Lembaran Daerah Tilhun 2008 Nomor 7); 

MEMUTUSl(AN 

PERAiuw,i BUPATI TB'ITAr«. PEDOMAN TEKNIS PENGELOI..AAN TANAH 
KAS OESA DI KI\BUPATEN 81:KASI 



15. Tanah Kas Desa adalah SuabJ tanah yang <111.-:i cjeti Pemen111ah Oesa dan 
dlkelola untuk kegiatan usaha set.a,gga menjacl salah sail.I sumbe- pendapalan 
desa yang be'sangkut!n berupa tanah bengkok. titisara, kubtr.ln, jalan-jalan desa, 
danatJ-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain . 

16. Inventarisasl adaiah kegialon untuk melakukan pendataan, pencatatan dan 
pelaporan hasil pendataan kel<ayaan miHk Oesa. 

17. Rulslag adalah peogaffhan kepem!Hkan barang mililt desa yang dilakul<an antar 
pemerintah clesa, atou antara pemerintah clesa dengan pihak lain, dengan 
meoenma penggantian dalarn bentuf< bal'ang yang sejenis nisalnya tanah dengan 
tanah, setcurang-kurangnya dengan nilal selmbang. 

18. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guoa clan hasil 
guna Tanah Kas Desa melakJi keglatan perencanaan, pemanfaatan """ 
pengawasan serta peogendafiannya lS1tulc kepentingan penyetenggaraan 
Pemerlntahan, pembangunan clan pelayanan masyarakat desa. 

19. Pemanfaatan Tanah xas Desa adalah usaha mengoptimal:an daya guna dan hasil 
guna Tanah Kas Oesa bailc oleb Pemerintah Oesa sendiri atau melatui cara sewa, 
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan clan l)angm serah guna clan bangun guna 
serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa. 

20. Sewa Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemanraatan Tanah Kas Desa mOik 
pemerintah Desa oleh pihak lain clalam janglca waktu tertenOJ dengan menerima 
imbalan uang tunai. 

21. Kerjasama pemanraatan Tanah Kas Desa adillall pendayagunaan Taoah Kas Desa 
oleh pihak lain dalam janglca wakt1J tmentu dalam rangka peoogkatan penerimaan 
Pemerintah Desa bukan pajak clan surrber pemaayaan lamya. 

22. Bangun guna serah adalah pemanraatan kekaYailll Desa berupa Tanah Kas Desa 
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berlkut 
fasilitasnya, kemuclian didayagunakan oleb pihak lain lersebtrt dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjulnya diserahtan kembali tanah 
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasa,tasnya setelah berakhimya jangka 
waktu yang disepakatl. 

23. Bangun serah guna adalah peman{aatan ~ Oesa berupa Taoah Kas Oesa 
oleh plhak lain ctengan cara mendirikan banQunan dan/atau sarana berlkut 
fasllitasnya, dan setelah selesai pembangunanoya dserahtcan kepada Desa untulc 
kemuclian 04eh pemerintah desa bangunan dan/alau sarana berikut fasilltasnya 
tersebut dlserahkan kembai kepada pihak lain untuk didayagunalcan selama mun 
waktu tertentu yang telah disepakatl 

24. Pinjam pakal adalah penyerahan penggt.l1clililn Tanah Kas Oesa aotara Pemerintah 
Daerah dengan Pemerintah Desa dan ant..- Pemerinlah Oesa clalam janglca waktu 
yang disepakatl be'sama tanpa menerima imbalan clan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pen,e,intah desa yang memiliki hak 
pengelolaan atas Tanah kas desa dimal<sud 

25. Pelepasan hak atas kepemililcan Taoah Kas Oesa ildalatl kegiatan melepaslcan 
hubungan hukum antara pemegaog hale atas Tanah Kas Oesa (Pemerintah Oesa) 
deflgan tanah yang dimiliki dan dilcuasainya dengan dengan cara tukar 
menukar/ruislag, sekurang-lwrangnya dengan rilai selmbang. 

26. Perubahan Peruntukan Tanah Kas Oesa adalall perubahan dari suatu bentuk 
pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuc pemanfaatan/penggunaan 
talnnnya yang dilaksanakan oleb l'lemeriltah Desa. 

27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang sdanjutnya disingkat RTRW adalah 
kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten yang menetaptan lolcasl dan kawasan yang 
harus dilindungi, loi<asl pengembangan kawasan budidaya tennasuk kawasan 
produksi dan kawasan pe,mukimao, pola jaringan prasarana o;ida wiayah-wiayah 
dalam kabupaten yang akan dipriorita:stan pengembangannya dalam kurun waktu 
perencanaan; 



Pasal 3 
Biava PengekJjaan Tanah Kas Desa dibebankan P<'(la Ar,gga,an Pendapatao clan Belanja 
Desa. 

- 
BAB II 

PENGELOLAAN 

Baglan Kesatu 
Pengelolaan Tanah Kas Desa 

Pasa12 
(1) Pengelolaan Tanah Kas Oesa ~ berdasarlcan asas fungslonal, kepastian 

hukum, keterbukaan, efeslensi, akuntabnitas dan kepastia(l Alai. 
(2) Pengelolaan Tanah Kas Oesa harus berdaya gma dan be1lasif guna untuk 

meningkatkan pendapatan desa. 

28. !Jin l.di:asi adalah ijin l)l!{UJJAtan penggonaan ranah yang dlletian l<epada suaru 
lernbaga yang berbadan Hoom sell,as yang benar-benar diperltA<an untuk 
pembanguoan di daerah. 

29. Lokasi pengganti adalah lokasi pengganti dad Tanah Kas Oesa yang akao 
dlruislag/tukar meoukar. 

30. Kompensasf adalall sejumlah baranQ dan/atau uang yang ditlenkan Sadan Hukum 
kepada Oesa untuk pembangunan desa dan operasional desa. 

31. Persetujuan Bupatl clan Gubemur adalah persebJjuan tertuis dar1 Bupali clan 
gubemur etas pelepasan hllk al3S t.,llah Kas Dea mel<llui rutslag/tul<ar menukar 

32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penefitian yang selektif didasarl<an 
data/fakta yang obyektif clan relevan dengan metooe/tekris tertentu ootuk 
memperoleh nilai barang milik desa dan nilal pengganmya. 

33. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung p,oses saling mendengar, dengan 
sikap saling memberi dan menenma peodapllt serta keingjnan ootuk meocapai 
kesepakatan meogenai bentuk clan besamYa ganll rugi dan masalah lain yang 
ber1<ail:an dengan kegiatan pelepaSan dan peogaclaan Tanah Kas Desa, <fldasarbn 
atas l<esukarelaan dan keset>raan antara pihak pemegang hak atas tanah, tanaman 
dan benda-beooa lain yang ber1<aitan dengan tanah dengan pihak yang 
memeriukan Tanah Kas Desa. 

34. Berita Acara Musyawarah adalah Berna Acara yang dibuat oleh l(epaJa Oesa dan 
Badan Pennusyawaratan Desa {BPO), berisi hasil pembahasan beskaitan dengan 
permoho<lan ruislag/tukar menukar dan lolcasl pengganli. 

35. Pihak keliga/Mlba Kerjasama adal:ah Oeparternen/1..ernbaga Pemer1ntah Non 
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang - hukum, Sadan 
Usaha Mllik Negara, Badan lJsaha Milllc Daerah, Koperasl, Yayasan, clan fembaga di 
dalam negeri lainnya yang befbadan hukum 

36. Sertlflkat adalah Surat tanda Bukti Hal< yang berlalw sebagal alat pembuktlan yang 
kuat mengenai data fisik clan data yuridis yang termoat ddalamnya, sepanjang data 
flsik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 
buku tanah yang bersangkvtan. 

37. Hak pakal adalah hale ootuk menggooal<an dalvatau memungut hasil dari tanah 
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milil( orang fain, yang memberi 
weweoang dan kewajiban yang dltentu<an dalam keputusan pernberiannya oleh 
pejabat yang betweflang 



Bagian Kedua 
Sewa 
Pasal 8 

(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan cara sewa sebagaimana dlmaksud dalam 
pasal 7 huruf a dilakukan dengan ketentuan : 
a. menguntungkan Desa; 
b. jangka waktu sewa paHng lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sellap 1 

(satu) tahun; 
c. Tanah Kas Desa yang disewakan yang dalam kondisi belUm atau tidak dapat 

digunakan oleh Pemerintah Desa; 
d. penetapan tarif sewa ditet!pkan dengan tceputusan Kepala oesa. 

(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) 
harus mendapat rekomendasi dari camat. 

Jenis Pemanfaatan Tanah Kas Desa : 
a. Sewa; 
b. Kerjasama pemanfaatan; 
c. Bangun serah guna dan bangun guna serah. 
o. Pinjam Pakai 

BABW 
PEMANFAATAN 

Baglan Kesatu 
Bentuk Pemanfaatan 

Pasal 7 

llaglan Ketiga 
tnventarisasi 

Pasal 6 
(1) Untuk tertib administrasi pertanahan, Pemenntah Oesa melaksanakan pendataan 

tanah Kas Desa setiap 2 (dua) tahun sekali ootuk menyu5lll BolttJ Inventarisasi 
Tanah Kas Desa; 

(2) Dalam hal ell desa yang bersangkutan terdapat tanah kas desa milik desa lain, 
maka dapat membantu menginYentarisasi clan me1apoo1can apabi1a dper1ulcan; 

(3) Pemerintah Oesa menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tersebut kepada Bupati melaluf camat. 

Sagian Kedua 
Status Kepemililcan 

Pasal s 
(1) Tanah Kas Desa harus disertifikatl<an atas nama Hak Pakai Pemerintah Desa. 
(2) Sertlfikat asli Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh 

Pemerintah Kabupaten dan photocopy Settifllcat disimpan oleh Pemet'.nlah Oesa 
yang bersangkutan. 

Pasal 4 

~ Tanah Kas Desa sebagai sumber ~tan desa clmantaatkan untuk 
penghasilan l(epala Desa dan Peranglcat Desa serta peoyelenggaraan pemerintahan 
desa. 



Baglan Ketiga 
Kerjasama 

Pasal 9 
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Oesa berupa kErjasama sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b difakukan dengan ketentuan : 
a. mengoptlmalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Oesa; 
b. meningkatkan penclapatan Desa. 
c. sating menguntungkan 
d, Jangka waktu pe1aksanaan kerja sama paling lama 5 (Hrna) tahun dan tldak 

melebihi masa jabatan Kepala Oesa yang rnenandatanganl perjanjian ~ • 
(2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Oesa sebagaimana domaksud pada ayat (I) 

ditetapkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama. 
(3) Mekanisme pelaksanaan kerjasama pemanraatan ac:talah set,agai berikut: 

a.Calon Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga mengajulcan permohonan kerja sama 
k,epada Kepala Desa; 

b.Kepala Desa dan ca1on Mitra Kerja Sama/Pihak Ketiga menyusun rancangan 
Perjanjian l(erja Sama; 

c, Kepala Oesa menyampaikan permohonao kepada ero untuk memperoleh 
persetujuan atas rencana kerja sama; 

d.BPD menetapkan persetujuan alas kerja sama dimaksud 

(3) Dalam hal Olmat Udak me,nl)eika,1 reltPnendasl, o,m,, memlleatahukan secara 
ter1IAs alasann'(a kepada kep<lla desa. 

(4) Sew<l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaisanalcan berdasarican surat 
perjanjian sewa yang sel<urang-kurangnya memuat : 
a. Pihak·pihak yang terl<ait dalam perjanjian; 
b, Obyek perjanjian sewa 
c. Jangka waktu; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Penyelesaian perselisihan; 
f. Keadaan di luar kemampuan para Oihak (force majeure); 
g. Penlnjauan pelal<sanaan perjanjian. 
h. Tldak dibolehkan menggadaikan/memindahtaoganl pada pillak lain. 
i. Sanks! 

(5) Besaran nilal sewa minimum Tanah Kas Oesa ~ ~maksud pada ayat (1) 
huruf e mempertimbangkan harga tanah dan 1111ai produksi serta memperhatikan 
Harga pasar/umum setempat. 

(6) Pembayaran uang sewa dilakukan pada saat penandatingan surat perjanjian. 
(7) Segala biaya yang dipertul<an dalam rangka persiapan pelaksanaan peoyewaan 

Tanah Kas Desa menjadi beban dan tanggung jawab l'lhak penyewa. 
(8) Setelah Jangk.a waktu sewa beralchlr, Penyewa berkewajl)an menyerahkan tanah 

kas desa kepada kepala desa yang dltuangkan kedalam berita acara. 
(9) Dalam hal penyewa mengajulcan perpanjaogan jangb waktu sewa, maka 

permohonan tersebut harus disampalkan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga) 
bulan sebelum berakhimya jangka wakb.J sewa. 

·(l),Kepala Oesa melaksanakan moniloring clan evaluasi atas pelaksanaan sewa tanah 
kas desa sebagaimana pada Pasal 8 ayat (l ). 



(1) Pemanfaatan Tanah Kas oesa t,erupa bangun serah guna dan bangun guna serah 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dengan kett!ntuan: 
a. Pemerintah Desa memeriukan bangll1an dan f'asilitas bagi penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa untuK kepentingatl pelayanan umum. ; 
b. meningkatkan pendapatan Desa. 
c. saling mengunll.JOgkan 
d.Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan TKD berupa bangun serah ~ dan 

bangun guna serah paling lama 5 (ima) tahoo dan tidalc melebihl masa jal)atan 
Kepala Desa yang menandatangani pe,janjlan tersebut; • 

(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sete1ah meooapat1<.an perJetuJuan ~ti melak.i Camat 

(3} Pemanfaatan Tanah Kas Desa t,erupa banglW'I serah 9lM1il dan banglW'I guna serah 
dllakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat : 
a. Pihak-pihak yang ter1<ait dalam perjanjian; 
b. Obyek perjanjian keJjasama; 
c. Jangka waktu; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Penyelesaian perselisihan; 
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (fotce majeure); 
g. Ketentuan Sanks! • 

Bagian Keempat 
Bangun serah guna clan bangun guna serah 

Pasal 10 

e.Seu4al, merdal)adcan perseflguan dart BPO, IC.epala Desa menyampaikan 
ranc:anQaO perjanjian kerja sama kepada Bl opati; 

f. Bupatl melalul Camat melakukao eraluasi rancangan perjaojan kerja sama agar 
tldak bertentangan dengan peraturan perundang-trdangan dan kepemingan 
umum; 

g.Berdasarl<an hasll evaluasl Bupati, Kepala Desa bersama-sama mitra kerja 
sama/Pihak Ketiga melakukao penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atas 
pemanfaatan TKO 

(4) Dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Oesa, Mitra Kerja 
Sama/Pihak Ketiga tldak dipert)olehkan memindahtanganl(an kepada pihak lainnya. 

(5) Mitra kerjasama/pihak ketiga dalam pemanfaatan TKO memberli<an kontribusi 
berupa uang atau baraog atau jeois lainnya kepada pemer1ntah desa sesual 
Perjanjlan Kerja Sama. 

(6) Dalam hal terdapat biaya yang menyaoglcut dengan per.;iapal1 dan pelal<sanaan 
kerja sama menjadi beban dan tanggung jawab Mitra Kerja Sama/Plhak ketiga. 

{7} Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakulcan dengan surat perjanjian 
kerjasama sekurang-kurangnya memuat : 

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; 
b. Obyek perjanjian kerjasama; 
c. Jangka waktu; 
d. Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Peoyelesaian pet,eliSihan; 
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force ma,ieure); 
g. Ketentuan Sanks! , 



. 
(1) Hasll pemanraatan Tanah Kas Oesa sebagaimana t:lmalcsud dalam PasaJ 6, Pasal 7, 

Pasal 8, dan Pasal 9 men,pal<an pendapatao Oesa. 
(2) Pendapat,n Oesa sebagalmana dimaksud p.tC1a c,yat (1) wajib seturulVlya 

dlmasukan dalam Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa. 

Baglan Keenam 
Hasil Pengelolaan 

Pasal 13 

Baglan Ke6ma 
Pinjam Pakai 

Pasal 12 
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Oesa sebagalmana dirnaksud dalam pasar 7 huruf d daPM 

dlplnjampakaikan untuk kepentingan penyejenggaraan pemerintahan daerah clan 
untuk kepentingan umum. 

(2) Tanah kas oesa yang dipinjampakail<all tklak merubah status kepemilikan tanah kas 
desa. 

(3) Pinjam pakai Tanah Kas Oesa hanya dapat dilaksanakao antara Pemerlnlah Dae-ah 
dengan pemerintah desa clan antara peme,intah desa deogan peme1ntah desa. 

(4) Pinjam pakal Tanah Kas Oesa ditelapkan deogan Surat perjanjian Plnjam Pakai clan 
penyerahannya dituangkan kedalam Serita Acara. 

(5) Surat peljanjian Pinjam pakai dilal<sanal<an oleh kepala desa setelah meodapat 
persetujuan Bupati melalul camat. 

(6) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarl<an suat perjanjan <1engan ~ 
kurangnya memuat : 
a. Plhak·pihak yang ter1<ait clalam perjaojian; 
b. Obyek perjanjlan keljasama; 
c. Jangka wal<tu; 
d, Hak dan kewajiban para pihak; 
e. Penyelesaian perseJisihan; 
t. Keadaan di luar kemampuan para pihaic (force majeure); 
g. Ketentuan Sanksi 

Pasal ll 
Unba menclJlwng pelalcsanaan pemanfaatan 1l<I) sebagalmana dimaksud Pasal 10, 
Kepata Oesa membentuk Tm PenglcaJI Kelayakan Rencana Bangoo Serah Guna clan 
Bangun Guna Serah, yang berfungsi merrbrian saran clan perttmbengan atas rencana 
cersebut. 



BA.BW 
Pa.EPA.SAN TANAH KAS OESA 

Bagian Kesatu 
Peles,asan Hak 

Pasal 14 

{ 1) Tanah Kas Desa tidal<. dipert,olehkan <fllilkul<an pelepasan hale kepemilikan kepada 
pihak lain, kecuali diperluk.an untuk kepentinoar, umum. 

(2) Perttmbangan lain Pelepasafl hak kepemiikan Tanah Kas Desa sebagaimana 
dimaksud ayat (1) antata lain: 
a. Belum dan tidak blsa dimartfaatkan secara optimal; 
b. SUdah tldak sesuai lagl peru1tulcan tanah beroasarkan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasl. 
(3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang 

menyangkut kepentingan t>aogsa dan negara, masyaral<ilt klas, rakyat 
banyak/1)erSama, <Jan/ atau kepentingan pembangunan. Kategofi bldang-tidang 
kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagal benkut : 
a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta apl, saluran air minum/air ber.;ih dan/atau 

saluran pembuangan air; 
b. waduk, bendungan, dan bangman pengairan lainnya b!mlaSUk saluran irigasi 
c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat; 
d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau tenninal; 
e. per1badatan; pencllCllkan atau sel<olah; 
f. Pasar umum; 
g. fasllltas pemakaman umum 
h. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya 

banjir, lahar, dan lain-lain bencaoa 
I. pos dan telekomunikasi; 
j. sarana olah raga; 
k. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk fembaga 

penyiaran public mllik pemerintah; 
I. kantor pemerintah, pemerlntah daerah, perwakilan negara asing, Perseril<atan 

Bangsa-Bangsa, dan Jemb.lga intemaSlonal di bawah naoogan Perserikatan 
Bangsa·Bangsa; 

m. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolislan Negara Republik Indooesia 
sesuai dengan ~ pol«lk dan fulgsinya; 

n. rumah susun sederhana; 
o. tempat pembuangan sampah; 
p. cagar alam dan cagar budaya; pertamanao; 
q. pant! soslal; 
r. pembangkit, IJansmisi clan ditribusi tenaga listrik 

(4) Pelepasan hak kei:,emffikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalul pelepasan yaitu dengan cara Rulslag dengan mempe11atikan : 
a. Dalam hal ruilslag mal<a ni1ai tulcar pada prinslpnya harus berimbang dan lebih 

menguntungkan Pemenntah Desa, antara lain dapat dinilal darl : 
1. Luasan tanah pengganti sekuraog-laxa,1 sama dengan tanah kas desa 

yang dilepas dengan tingkat kesiiluran dan produlctifitasn yang sarna; 
2. Nilai manfaat dari tanah pengganCI iebih balk dart pada tanah yang akan 

dilepas; 
3. Secara ekonomiS nilai tanan pe,gga(lli -ku'angnya sarna def ,gan tanah kas 

desa yang dllepas. 

lk 



(1) Prosedur/tata cara pelepasan Tanah Kas Oesa yang dimohon untuk di ruilslag oleh 
lembaga yang berbradan hukum ildalah sebagai berilcut : 
a. lembaga yang beroadan hukum yang akan memohoo pe1epasao halt alas Tanah 

Kas Desa harus mengajut(an permohonan tert\Jlis kepacla Kepala Oesa yang 
tembusannya disampailc;an kepada camat dengan ~: 
1. proposal reocana penggunaan Tanah Kas Oesa. 
2. Fotocopy akte Pendirian Perusahaan. 
3. fotol<opi KTP PEmohon (Okeictur pen.,sahaan atau yang mewaldli) 
4. Fotocopi Surat Pertimbangan Pemanfaatan l.ahan; 
5. Fotocopi aspek tata guna tanah; 
6. Fotocopi ijin lokasi; 
7. Memilild perijinan pendukung lainnya; 
8. Mempersiapl<an rencana lobsi peoggailti Tanab Kas Oesa yang akan 

diruilslag/tukar meouk.ar. 
b. Pemerintah Oesa yang menwild Tanah Kas Oesa yang akan dilepaskan haknya 

secara ruilslag, wajib melapon<an secara tertulis kepacla Bupati dengan 
melampirl<an persyaratan sebagaimana omaksud huruf a di atas. 

G. Kepala Oesa clan 8PD membllhas permohonan sebagaimana dimaksud htJruf a 
yang hasilnya dituangkan kedalam Serita h::ara mosy-..h. 

d, Kepala Oesa bersama 8adan Permusyawaratan oesa (BPO) dan pemohOn secara 
bersama-,;ama wajib melakukan rapat pembahasan untul\ menentukan llill1 
menlnjau lokasi tanah yang akan ru11stag serta ~ tanah pengganti yang 
hasllnya dituangkan kedalam Berita Acara musyawarah. 

e. Penentuan nilaf I harga tanah Kas Desa yang dilepaska,i secara ruilslag dan 
tanah pengganti, sepenuhnya ~ oleh Lembaga Penilai harga tanah 
independen yang ditetapl<an oleh l(epala Desa dengan dibiayai oleh pemohon. 

f. Penilaian yang dilaksanalcan oleh Lembaga Penilai harga tanah independen 
sebagaimana dimana dimaksud llU'uf e ciatas, dilalcukan dengan befpedoman 
pada standar penilaian yang ber1aku. 

Bagian Kedua 
Tata cara Pelepasan Tanah Kas Desa 

Pasal 16 

Pasal 15 
Pilak-pjhak yang depet mengajul<an pe,mohonan pelepasa,, - Kas oes& melalui 
n.os1og ildalah : 
a. Pemerintah pusat; 
b. Pemerintah daerah; 
c, BUMN; 
d. SUMO; 
e. Lembaga yang befbadan hukum. 

b.11L j F IA •--:,can yangc .war, dilalcSilllakan di i11i15 ranah kas desa harus 
sPl'AI de, .... , ~ benlasaitao Reocana Tata Ruaog Wilayah ( IITRW) 
l<abl"1a11!,'1 9ekasi 



Pas.ii 17 
{l) Pelaksanaan lzin Bupati dan Gobernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

{ 4) clan ayat (5) ditetapkan dalam PEraturan Oesa. 

(2) Tanah K.as Oesa yang diruilslag litlalt dapat dialM.r1gsikan sebelum sertiflkat tanah 
penggantl dlselesaikan oleh t.embaga yang berbadan hulwm setaku pemohon. 

(3) Dalam hal ketentuan atas izin Bupali dan iZin Gubenu dilanggar, maka Bupatl 
mencabut izin tersebut. 

L 

g. ~ Oesa bersama Sadan ~ Oesa (BPO) dan pemohon 
mdat•U, l'al)ilt pembahasan betlcailar• lapora, I l)Ef1iiaiarl lembaga penilai harga 
tanah yang hasilnya <ibJangkan kfdalam Bem:a k:Na rrosyawarah. 

h. Serita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d 
dan huruf f serta haSil penilaian men,pakan dasar pertimbangan dafam 
pembuatan rancangan peratuao desa rnengenai petepasan Tanah Kas oesa 
(TKD) meJalul Ruilsfag. 

i. Rancangan Peraturan Oesa sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetaplcan olell 
kepala desa setelah mendapat persetujuan Sadan Permusyawaratan Oesa {BPO). 

J. Sebelum menetapkan Peraturan Oesa, Kepala Oesa mengajukan permohonan 
kepada Bupati ootuk mendapatlcan persetujuan atas rencana ~ hale etas 
Tanah K.as desa di maksud dengan cara Ruislag dengan melampirkan 
persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon maupun oleh pemerlntah desa. 

k. Peraturan Oesa sebagaimana dimalcsud pada huruf h dan huruf i ditert>itlcan 
setetah meodapat lzin tertuOs dari Bupati dan Gubemur. 

I. Peraturan Desa yang mengatur tentang R•lllslag selwtang-kurangnya memuat: 
1. Tujuan; 
2. Mekanisme yang telah ditempuh; 
3. Lol<asi dan t.uasan Tanah l<as Oesa yang akan dilepaskan halcnya; 
4. Lol<asi dan Luasan Tanah Penggantt Kas Oesa; 
5. Kompensasi berupa fisllc dao,'atau non fisik kepada desa yang bersangkutan 

untuk pembangunan desa dan untuk operasional pelaksanaan ruislag 
dlmaksud berdasarl<an haSil musyawa,ah a11tara pen,e,iu(ahaln <lesa clef,gan 
pemohoo; 

6. Penyelesaian administrasi pertanahan sel<aliglJs beban biaya proses 
administrasi atas proses ruilslag menjadi tanggung jawab lembaga yang 
berl>adan hukum selaku pemohon. 

(2) Tanah peoggantl dlupayakan ber1olr;asi dalam satu desa clan fungsi lahan pengganll 
harus sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan. 

(3) APablla tidak terdapat tanah penggantl dalam wilayah desa te<sebut, maka dapat 
dimungkinkan tanah penggantl di desa lain dalam satu kecamatan daf1/atau 
Kabupaten dengan ketentuan · n t:ersebut dituangkan 
daiam Berna Aeara Hasll Musyawarah Kesepalcatan Ld(asi penggantl antara 
Pemerlntah Oesa dan Sadan Pemusyawaratan Oesa {BPO) serta dilaporlcan kepada 
Bupati melalui camat. 

("' ·Izin tertulis dari Bupati sebagaimana tersebut ayat {l) tuuf i dan tuuf k 
merupakan lzln atas permohonan nJllslag TKO yang berpedocnan pada Rencana 
Tata Ruang Wilayah dan izin lolcasi yang telah diterbitlcan. 

(S) Bupatl setelah mengeluar1<iln izin tatJis sebagaima,la dimaksud ayal (.4} 
selanjutnya mengajukan permohonan izin tertLws kepada Gubemt.r terhadap 
pelepasan tanah kas desa. 



BAB VI 
PENGAMANAN OAN PEMEUHARAAN 

Bagian Kesatu 
Pengamanan 

Pasat 21 
( 1 l Kepala Oesa wajib melakukan pe,,gamanan Tanah xas Desa yang beada dalam 

penguasaannya. 
(2) Kepala Oesa yang tMah kas desanya berada di wllayan desa lain maka kepala desa 

tersebut wajib ber1<oordinasl deOgan Kepala Desa terkait untuk membantu 
mengamankan Tanah Kas Desa dimal<Sud. 

(3) Pengamanan Tanah Kas Desa sebagaimana cfimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan 

clan penylmpanan dokumen kepemifikan; 
b. pengamanan lisik untuk tanah dilakukan dengan cara pemagaran pemasangan 

h.,,.A,,. h"-*'- ,i~,.. """""""r--,...,.,...,. ... ..,..,.....,,....... T.,.n.o-t., 1,___.,..01;:l;.,,....., 

BABV 
PELAPORAN 

Pasal 20 
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasll pengeloiaan Tanah Kas Desa kepada 

Bvpa~ melalul camat setlap akhlr tahvn anggaran dantatau sewaktu-waktu apabila 
diper1ukan. 

(2) taporan hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana cfimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian dari Japoran pertanggungjawaban. 

BAB IV 
Peruballan Perunrukan Tanah Kas Oesa 

Bagian Kesatu 
Prosedur PelUbahan 

Pasal 19 
(1) Prosedur Perubahan peruntukan Tanah Kas Oesa adalah sebagai berikt.'t : 

a.Pemohon mengajvkan permohonan tertulis kepada Kepala Oesa dengan 
menyertakan proposal ~na penggunaan Tanah Kas Desa; 

b.Perubahan peruntukan untuk ke;ienuan Oesa permohooannya dilakukan oleh 
Kepala Oesa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa 
menyesuaikan dengan RTRW; 

c. Kepala Desa oan BPD membahas permohonan sebagaimana climakSud huruf a 
dan hvruf b; 

d.Oalam hal permohonan diterima Kepala Desa megaJukan permohooan 
rekomendasi kepada 5upati. 

(2} Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus mendapat izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari camat. 

Pasal 18 
lembaga yang berbadan nukum selaku pemohoo berkewajiban menanggung biaya 
proses pelepasan tanah kas desa dan Pensertilikatan Tanah Kas Oesa pengganti. 



Pasal 26 
(1) Berubahnya status Desa menjadl Kelurahan, Tanah Kas Desa menjadi Barang milik 

Daerah. 

(2) Tanah Kas Desa sebagalmana dimaksud pacta ayat {I) dapat dikelola oleh Kelurahan 
setelah ter1ebfh daluu mendapatkan I2in Bopati. 

Pasal 25 
( 1) Apabila rerjadi pemelcaran desa maka pembagiall Tanah Kas Desa dilaksanakan 

berdasarkan musyawarah antar desa yang lifasilitasl <Ell camat. 
(2) oaiam "31 musyawarah yang difasililasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat menghasilkan keputusan, pembagiannya ditetapkan dengan keputusan 
Bupatl dengan mempertimbangan pemerataan dan keadilan, manfaat, transparansi 
dan kondisl soslal budaya masyarakat setempat. 

(1) Tanah kas desa sebagai akibat clari penggabungall De5a, maka tanah leas desa dari 
desa yang dfgabung diserahkan menjadi rrolik oesa baru. 

(2) Peoyerahan tanah kas desa sebagaimana dimalcsud dalam ayat (I), dltuangl<an 
dalam Berita A..ara Serah Terima yang ditanclatanganl oleh masing·masing Kepala 
Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa bersangkutan dan diketahui oleh Bupati. 

8ABV1ll 
KETENTUAN LAIN·LAIN 

Pasaf 24 

BA.BYD 
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23 
(1) Pemerintah Kabupaten melalLi OPO/unit kerja terbit melalwlcan pembinaan dan 

pengawasan pengeiolaan tanah kas desa. 
(2) Dalam rangka pembioaan, Pemerintah Kabupaten melakli OPO/unit kerja terkait 

memberikan fasilltasl dalam peoge1o1aan Tanah Kas Desa berupa pemberlan 
pedoman, bimbingan untuk melincll.Wlgi lanilh kas desa. 

(3) Pengenclallan pengejolaan Taoah Kas Desa dlakukan oleh Ol'O/unlt kerja teorait, 
camat clan Kepaia Desa serta Sadan PErmusyawaratan oesa. 

8agian Kedua 
Pemeliharaan 

Pasal 22 
(1) Kepala Oesa bertanggungjawab atas pemeliharaan Taoah Kas Oesa yang ada clalam 

penguasaannya. 
(2) Biaya pemeliharaan Tanah Kas Desa Clibebanlcan pada APB Oesa 

c. ~ hulcum antara lain meip.,ti kegia!an ,ne1es 9'olli btJktj sta~ 
oepe,lllkan. 



. SA'D ODIN 

- 

Ditetapkan di Cikara!J9 Pusat 
pada tanggar 5-5-20. o 

/ Ii- suPAn BEKASI, "· 

Pasal 31 
Peraturan 111i mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

Agar senep orang mengetahui, meme,intahkan pengundangan Peraturan Bupatl ,ni 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 


